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ABSTRAK

Permasalahan kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi masih kerap
terjadi di banyak negara, termasuk Australia dan Selandia Baru. Hal ini
disebabkan oleh kecenderungan pemerintah yang kurang maksimal dalam
penerapan kebijakan masyarakat asli. Pada 2019, Perdana Menteri Scott Morrison
mengatakan bahwa Australia telah gagal mensejahterakan penduduk suku
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Di sisi lain, Jacinda Ardern di Selandia
Baru juga dikritik oleh suku Maori karena dianggap gagal meningkatkan taraf
hidup masyarakat asli. Maka dari itu, teori Welfare Capitalism menjadi acuan
penelitian ini untuk melihat seberapa baik penerapan kebijakan masyarakat asli di
kedua negara tersebut. Analisis akan ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari
aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga politik. Lebih lanjut, hasil
dari penelitian ini menunjukkan jika tingkat keberhasilan penerapan kebijakan
masyarakat asli di Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern lebih
unggul dibanding penerapan kebijakan serupa di Australia pada masa
pemerintahan Scott Morrison.

Kata-kata kunci: Kebijakan masyarakat asli, Scott Morrison, Jacinda Ardern,
Welfare Capitalism, Australia, Selandia Baru.

ABSTRACT

The problem of inequality between indigenous and non-indigenous people still
occurs frequently in many countries, including Australia and New Zealand. This is
caused by the government’ tendency to be less than optimal in implementing
indigenous community policies. In 2019, Prime Minister Scott Morrison said that
Australia had failed to prosper Aboriginal and Torres Strait Islander people. On
the other hand, Jacinda Ardern in New Zealand was also criticized by the Maori
tribe for failing to improve the standard of living of indigenous people. Therefore,
the theory of Welfare Capitalism is the reference for this research to see how well
indigenous people’s policies are implemented in these two countries. The analysis
will be reviewed from various aspects, starting from economic, educational,
health, social and political aspects. Furthermore, the result of this research shows
that the level of success in implementing indigenous policies in New Zealand
during the Jacinda Ardern government was superior to the implementation of
similar policies in Australia during the Scott Morrison government.

Keywords: Indigenous policies, Scott Morrison, Jacinda Ardern, Welfare
Capitalism, Australia, New Zealand



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Setiap negara di dunia terdiri dari berbagai macam suku dan ras, tak
terkecuali Australia dan Selandia Baru. Sebagai negara serumpun tetangga,
Australia dan Selandia Baru memiliki banyak persamaan. Mulai dari letak
wilayah yang sama, latar belakang yang nyaris tak ada bedanya, sama-sama
memiliki sistem pemerintahan parlementer dan monarki konstitusional, bahkan
dalam bidang ekonomi pun pendapatan per kapita Australia dan Selandia Baru
tidak jauh berbeda. Dilansir dari laman resmi World Bank, pendapatan per kapita
Australia tahun 2021 kurang lebih sebesar $60,697 dan Selandia Baru sebesar
$49,996 (The World Bank, n.d.).

Dalam aspek sejarah adat dan kebudayaan, Australia mempunyai dua
penduduk asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres
(Kedutaan Besar Australia 2023). Suku Aborigin diperkirakan telah hidup di
benua Australia sejak 40.000 tahun yang lalu dan menjadi suku pertama yang
mendiami benua ini. Selain itu, suku Aborigin juga merupakan pewaris tradisi
kebudayaan tertua yang masih ada hingga saat ini. Sayangnya, penduduk suku
Aborigin perlahan-lahan mulai tersingkir keberadaannya ketika Inggris mulai

menjajah Australia pada tahun 1778.


https://www.zotero.org/google-docs/?BCXInr
https://www.zotero.org/google-docs/?gN3ltd

Tabel 1. Jumlah Populasi Penduduk di Australia tahun 2021

Wilayah | Aborigin & Kepulauan Selat Torres Non-pribumi Total

NSW 339.710 7.757.352 8.097.062
Vic. 78.696 6.469.126 6.547.822
Qld 273.119 4.942.695 5.215.814
SA 52.069 1.750.532 1.802.601
WA 120.006 2.629.359 2.749.365
Tas. 33.857 533.382 567.239
NT 76.487 171.664 248.151
ACT 9.525 442.983 452.508
Aust. (a) 983.709 24.701.703 25.685.412

Sumber: Australian Bureau of Statistics (2021)

Tabel di atas menunjukkan data terakhir penduduk Australia pada tahun 2021, di
mana masyarakat asli hanya tersisa sekitar 983.709 jiwa atau 3,8% dari total
seluruh populasi penduduk Australia (Australian Bureau of Statistics 2021).

Kedatangan kolonial Inggris di benua Australia membuat masyarakat asli
Australia harus meninggalkan tanah tempat mereka tinggal dan mengakibatkan
penduduk Australia semakin didominasi oleh para migran maupun keturunannya.
Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial terhadap masyarakat asli dan
masyarakat non-pribumi Australia, terutama dalam sektor perekonomian.
Kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat asli Australia bermula dari
sektor ekonomi atau pendapatan. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
asli membuat angka pengangguran sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik
dengan warga non-pribumi Australia yang lebih banyak memiliki pekerjaan

sehingga kesejahteraan hidup mereka tidak terganggu. Adanya kesenjangan sosial


https://www.zotero.org/google-docs/?u3x9V1
https://www.zotero.org/google-docs/?NtV0qN

membuat masyarakat asli Australia kurang merasakan yang namanya
kesejahteraan.

Sama seperti Australia, Selandia Baru juga mempunyai masyarakat asli
yang dikenal dengan nama penduduk suku Maori. Suku Maori berasal dari
Kepulauan Pasifik dan datang ke daratan Selandia Baru sebelum tahun 1300 M
(Ministry for Culture and Heritage 2019). Sekitar awal tahun 1800-an,
orang-orang Eropa datang dan terjadi peperangan dikarenakan bangsa Eropa yang
ingin merampas tanah suku Maori sehingga orang-orang mereka perlahan-lahan
berkurang (Ministry for Culture and Heritage 2019). Namun, berbeda dengan
suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di Australia, suku Maori berhasil
memperoleh kembali hak atas tanah di Selandia Baru setelah Perang Dunia Kedua
dan diakui suaranya dalam Perjanjian Waitangi (Ministry for Culture and Heritage
2019).

Tabel 2. Jumlah Populasi Penduduk di Selandia Baru tahun 2021

Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah
Suku Maori 436.000 439.300 875.300
Non-pribumi 2.539.200 2.577.300 5.116.500

Total 5.991.800

Sumber: New Zealand Statistics (2021)
Dilihat dari tabel di atas, jumlah populasi penduduk di Selandia Baru jauh lebih
sedikit dibandingkan dengan Australia. Namun, jumlah penduduk suku Maori
lebih banyak di Selandia Baru, yakni sekitar 17,1% dari total keseluruhan

populasi negara (New Zealand Government 2021b).


https://www.zotero.org/google-docs/?km6qF6
https://www.zotero.org/google-docs/?K4IytL
https://www.zotero.org/google-docs/?Lq9sq1
https://www.zotero.org/google-docs/?Lq9sq1
https://www.zotero.org/google-docs/?Isj0NK

Meskipun hak atas tanah suku Maori telah dijamin oleh Perjanjian
Waitangi, tidak bisa dipungkiri jika pemerintah Selandia Baru masih perlu
memaksimalkan upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara penduduk
suku Maori dan non-Maori. Salah satunya kesenjangan angka harapan hidup yang
masih terlihat di mana mencapai 7,4 tahun lebih rendah dibandingkan masyarakat
non-Maori (IWGIA 2020). Selain itu, masih banyaknya penduduk Maori yang
menganggur juga menjadi tantangan pemerintah Selandia Baru dalam
memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli agar dapat berpartisipasi
pada aspek perekonomian negara. Hal tersebut membawa kesenjangan sosial
antara masyarakat Maori dan non-Maori di Selandia Baru. Kedua negara
bertetangga yang unggul dalam banyak aspek ini justru sama-sama menghadapi
tantangan terhadap permasalahan masyarakat asli di masing-masing negara.

Sudah sejak lama pemerintah melakukan berbagai upaya dalam
meminimalisir kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi di Australia
dan Selandia Baru. Namun, belum ada perubahan hasil yang signifikan dari kedua
negara tersebut. Hal yang menjadi poin penting untuk meningkatkan
kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat asli terletak pada
penerapan kebijakan masyarakat asli itu sendiri. Pada tahun 2008, Perdana
Menteri Australia yang saat itu menjabat adalah Kevin Rudd menyampaikan
permintaan maaf secara resmi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat asli Australia (Alexandra and Daniah 2020). Permintaan maaf dari
Kevin Rudd disini menggambarkan ketidakseriusan pemerintah Australia dalam
membuat politik kebijakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi

masyarakat asli Australia. Terlebih lagi ketika Perdana Menteri Scott Morrison


https://www.zotero.org/google-docs/?bnpRRY
https://www.zotero.org/google-docs/?zTP5L8

yang memberikan pendapatnya kepada media mengenai pengakuannya tentang
pemerintah Australia yang belum sepenuhnya berhasil dalam memperbaiki
kualitas hidup masyarakat asli Australia di mana dia mengatakan jika upaya yang
dilakukan sejak 2008 belum maksimal. Pada 2019, Morrison menyatakan janjinya
kepada masyarakat asli Australia bahwa dia akan memaksimalkan kebijakan
pembangunan untuk penduduk suku Aborigin demi meningkatkan kesejahteraan
suku tersebut (Khotimah 2019).

Di Selandia Baru sendiri masyarakat Maori juga seringkali masih
mengalami kesulitan. Pemerintah beberapa kali melakukan pelanggaran yang
telah tertulis di Perjanjian Waitangi (IWGIA 2020). Hal tersebut membuat
pengurangan kesenjangan antara suku Maori dan non-Maori cenderung tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017, Jacinda Ardern terpilih
menjadi Perdana Menteri Selandia Baru dan berhasil memenangkan Partai Buruh
setelah hampir satu dekade (Britannica 2024). Kemenangan ini disambut baik
oleh masyarakat Selandia Baru, khususnya suku Maori. Namun, pada 2019,
masyarakat Maori melakukan kritik karena mereka menganggap jika pemerintah
gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat asli di negara tersebut (Britt’s 2019).
Selain itu, populasi penduduk suku Maori juga sempat menurun ketika Pandemi
Covid-19 melanda diakibatkan tingkat vaksinasi untuk masyarakat Maori yang
masih rendah dibanding etnis lainnya (Smale 2021).

Melihat dari permasalahan di atas, penulis akan membahas mengenai
penerapan kebijakan masyarakat asli dengan studi kasus Australia dan Selandia
Baru sebagai dua negara yang mempunyai banyak similaritas dalam berbagai

aspek. Penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana penerapan kebijakan


https://www.zotero.org/google-docs/?RcNuyy
https://www.zotero.org/google-docs/?TfzPGB
https://www.zotero.org/google-docs/?4ET5NK
https://www.zotero.org/google-docs/?ZJ6LpS
https://www.zotero.org/google-docs/?8G5fb1

masyarakat asli pemerintah Australia dan Selandia Baru khususnya pada rentang
masa jabatan Scott Morrison dan Jacinda Ardern sebagai perdana menteri
masing-masing negara, mengingat kedua perdana menteri tersebut berasal dari
latar belakang partai yang berbeda. Penulis akan melakukan analisis tingkat
keberhasilan terhadap penerapan kebijakan pemerintahan Australia dan Selandia
Baru dalam permasalahan masyarakat asli. Masalah penanganan terhadap
masyarakat asli di negara yang mempunyai banyak kesamaan, yakni Australia dan

Selandia Baru akan menjadi titik fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini.

1.2.  Rumusan Masalah
Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di

Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison & Jacinda

Ardern?

1.3.  Tujuan Penelitian
Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai
perbedaan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru,
penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan pemerintah Australia dan
Selandia Baru dalam penerapan kebijakan masyarakat asli.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemerintah Australia dan Selandia
Baru dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat asli

masing-masing negara.



3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pemerintah Australia
dan Selandia Baru dalam memaksimalkan penerapan kebijakan masyarakat

asli.

1.4. Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana
tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan
Selandia Baru sebagai dua negara tetangga yang memiliki banyak persamaan,
baik dari letak geografis wilayahnya hingga pemerintahannya. Penelitian ini akan
menyasar pada analisis penerapan kebijakan masyarakat asli di antara dua negara
tersebut. Cakupan penelitian ini berada pada masa pemerintahan Perdana Menteri
Scott Morrison di Australia (2018-2022) dan Perdana Menteri Jacinda Ardern di
Selandia Baru (2017-2023). Penulis membatasi cakupan penelitian pada rentang
tahun tersebut karena adanya pernyataan Scott Morrison pada 2019 yang
mengatakan jika upaya yang dilakukan pemerintah Australia untuk meningkatkan
kualitas hidup suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sejak 2008 belum
maksimal dan Morrison berjanji akan memaksimalkan upaya tersebut (Khotimah
2019). Pada masa pemerintahan Jacinda Ardern, suku Maori melakukan kritik
kepada pemerintah Selandia Baru karena kurangnya tindakan pemerintah dalam
membantu suku Maori yang sedang berada dalam keadaan krisis dan darurat
(Britt’s 2019). Penulis juga membatasi cakupan penelitian dengan tujuan untuk
mempermudah dalam mencari data-data yang aktual dan relevan dengan

penelitian penulis.


https://www.zotero.org/google-docs/?mDusd0
https://www.zotero.org/google-docs/?mDusd0
https://www.zotero.org/google-docs/?bEt5J6

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan, penulis menggunakan buku oleh Andrew Armitage di
mana dalam buku tersebut membahas tentang perbandingan kebijakan asimilasi
penduduk suku Aborigin dalam hal ini adalah negara Kanada dan Selandia Baru.
Buku yang ditulis oleh Andrew Armitage ini menjelaskan bagaimana penduduk
asli di Australia, Kanada dan Selandia Baru masih menjadi minoritas di negara
mereka sendiri. Andrew Armitage membandingkan politik kebijakan masyarakat
asli di ketiga negara tersebut untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah
masing-masing negara dalam memperlakukan penduduk asli secara adil dengan
memperhatikan aspek dari General Structure of Aboriginal, Indian and Maori
Policy, Child Welfare Policy hingga persamaan dan perbedaan antara ketiga
negara tersebut (d’Errico, Armitage, and Hazlehurst 1996). Fokus penelitian
Andrew Armitage pada buku ini terletak pada bagaimana struktur umum
kebijakan masyarakat asli dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat asli,
mulai dari pengakuan penduduk asli sebagai warga negara, penyediaan lapangan
pekerjaan hingga upaya mensejahterakan hidup anak-anak penduduk asli.

Selanjutnya ada penelitian dari John Chesterman di mana di dalam
penelitiannya, Chesterman mengkaji mengenai kurangnya peran perwakilan
masyarakat asli Australia dalam pembuatan kebijakan national Indigenous affairs
atau urusan masyarakat adat nasional (Chesterman 2008). Penelitian ini juga
membahas tentang kegagalan Aboriginal and Torres Strait Islander Commission
(ATSIC) dalam menangani hal tersebut. ATSIC sendiri merupakan badan
perwakilan nasional yang dipilih oleh masyarakat asli dan memiliki fungsi sebagai

perwakilan dan administratif kebijakan peningkatan partisipasi Pribumi di sektor


https://www.zotero.org/google-docs/?GGegrW
https://www.zotero.org/google-docs/?HuADRa

publik (National Library of Australia 2022). Chesterman berpendapat jika ATSIC
kurang dalam memberikan partisipasi kepada masyarakat asli sehingga ia
menuliskan dalam penelitiannya jika ada tiga cara yang kemungkinan bisa
membantu untuk memastikan peran Pribumi dalam proses pembuatan kebijakan,
yaitu mengganti ATSIC dengan kebijakan khusus yang lebih kuat, memberikan
kursi/tempat untuk perwakilan masyarakat asli di parlemen federal, serta
pembentukan badan terpilih baru yang bertujuan untuk meninjau undang-undang
tentang masyarakat asli. Penelitian Chesterman berbeda dengan penelitian milik
penulis karena John lebih memfokuskan penelitiannya ke peran masyarakat asli
dalam pembuatan kebijakan nasional masyarakat adat dan pembentukan badan
perwakilan yang baru sebagai pengganti ATSIC yang sebelumnya gagal
menangani hal tersebut.

Terakhir, ada penelitian dari University of New South Wales yang ditulis
oleh Shireen Morris. Dalam penelitian ini, Shireen Morris membahas tentang
cara-cara di mana suku Maori diakui melalui lembaga hukum dan politik Selandia
Baru. Morris berpendapat bahwa pengakuan adat dapat terjadi tidak hanya melalui
reformasi konstitusional, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan dan legislatif.
Contohnya pengakuan masyarakat asli di Selandia Baru yang dilakukan dengan
cara pemerintah berupaya mengatasi hubungan fungsional dan hubungan kerja
antara masyarakat asli dan negara, dengan tujuan membuatnya lebih adil dari
sebelumnya (Morris 2014). Selain itu, Morris juga menggunakan
kebijakan-kebijakan dari pemerintah Selandia Baru tentang masyarakat asli yang
dinilai efektif untuk dapat ditiru dan diterapkan oleh pemerintah Australia dalam

menghadapi tantangan pengakuan konstitusional masyarakat asli di Australia.


https://www.zotero.org/google-docs/?TQ96vz
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Penelitian dari Shireen Morris ini menjadi tinjauan utama penulis dengan
perbedaan yang terletak di fokus pembahasan di mana penelitian penulis akan
melakukan analisis tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli
antar kedua negara.

Berdasarkan dari ketiga literatur di atas, sudah cukup banyak penelitian
yang membahas tentang penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan
Selandia Baru. Namun, belum ada dari penelitian terdahulu yang menganalisis apa
yang menjadi alasan perbedaan penerapan kebijakan masyarakat asli di dua
negara tersebut. Dengan menggunakan teori Welfare Capitalism, penelitian ini
akan membahas mengenai penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan
Selandia Baru serta menyempurnakan kekurangan dari penelitian-penelitian

sebelumnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Masih adanya kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi seringkali
mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli. Untuk itu, penelitian ini akan
menggunakan Teori Welfare Capitalism oleh Gosta Esping-Andersen yang
memiliki fokus analisis pada perbandingan mengenai sistem kesejahteraan di
berbagai negara yang membaginya ke dalam tiga model negara kesejahteraan,
yakni Liberal Welfare State, Conservative Welfare State dan Universal Welfare
State (Social-democratic) (Esping-Andersen 1990). Model negara liberal
menganggap peran pasar ideal untuk masyarakat dalam mencapai kesejahteraan

(Esping-Andersen 1990). Jika layanan kesejahteraan tidak disediakan secara
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publik, maka disediakan oleh pasar, tetapi dengan distribusi yang berbeda

berdasarkan kebutuhan masyarakat. Negara sebagai penyedia layanan inti, namun

masih bekerja sama dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) (Esping-Andersen 1990).

Model negara konservatif melihat negara kesejahteraan bukan untuk
kesetaraan, namun keamanan sehingga perlindungan sosial diberikan berdasarkan
kinerja, kontribusi dan pekerjaan masyarakat (Esping-Andersen 1990). Model
negara terakhir, yaitu universal. Sesuai dengan namanya, model negara universal
menganut universalisme di mana elemen penting dari sistem kesejahteraan adalah
semua masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial dari negara
(Esping-Andersen 1990). Teori ini menjadi cocok untuk digunakan karena
mencakup aspek-aspek kesejahteraan negara, mulai dari aspek ekonomi,
pendidikan, kesehatan, sosial hingga politik. Ada empat poin yang menjadi pilar
utama dari Teori Welfare Capitalism yang dibagi ke dalam tiga kategori oleh
setiap pilarnya di mana kategori pertama merujuk kepada model negara liberal,
kategori kedua negara konservatif dan kategori ketiga negara universal. Empat
variabel tersebut, yaitu:

1. De-commodification; sejauh mana upaya negara dalam mengurangi
ketergantungan masyarakat pada pasar dengan menyediakan layanan sosial
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Esping-Andersen menilai
de-komodifikasi melalui tiga hal, yakni old-age pensions, sickness benefits,
dan employment insurance (Esping-Andersen 1990). Esping-Andersen
membagi nilai de-komodifikasi ke dalam tiga tingkat, yakni low (rendah),

medium (menengah) dan high (tinggi).
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Tabel 3. Kategori Tingkat De-Commodification

Aspek Low Medium High

Pensions Negara tidak Negara Negara
menyediakan menyediakan menyediakan
tunjangan pensiun | tunjangan tunjangan pensiun
hari tua. pensiun hari tua | hari tua tanpa syarat

dengan syarat. dan merata.

Sickness Negara tidak Negara Negara memberikan
memberikan memberikan layanan dan
layanan dan layanan dan tunjangan kesehatan
tunjangan tunjangan secara adil dan
kesehatan. kesehatan, menyeluruh kepada

namun bersyarat | setiap warga negara.
dan belum

tersebar secara

adil.

Unemployment Negara Negara Negara memberikan
tidak/kurang membantu lapangan pekerjaan
membantu dalam | memberikan kepada seluruh
memberikan wadah untuk warga negara yang
lapangan membuka menganggur.
pekerjaan. lapangan

pekerjaan secara
mandiri.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

2. Social rights; sejauh mana hak-hak sosial mengizinkan masyarakat untuk

menjadikan standar hidup mereka tidak bergantung pada pasar murni (pure

market forces). Social rights menekankan pada bagaimana hak warga negara

dalam memperoleh perlindungan sosial serta menghilangkan status warga

negara sebagai “komoditas” (Esping-Andersen 1990). Pada bagian social

rights, Esping-Andersen membagi ke dalam tiga kategori, yaitu need based

(berdasarkan kebutuhan),

universal (adil dan merata).

employment-related (kontribusi pekerja) dan
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Tabel 4. Kategori Aspek Social Rights

Aspek

Need Based

Employment-related

Universal

Social rights

Dukungan sosial
berdasarkan skala
prioritas di mana dilihat
dari tingkat kecukupan
finansial individu atau
keluarga. Memenuhi
hak sosial masyarakat
berdasarkan kebutuhan,
tanpa memandang
kontribusi kepada
negara.

Dukungan sosial yang
berhubungan dengan
lapangan pekerjaan.
Negara menyediakan
dukungan dan
perlindungan bagi
pekerja. Memenuhi
hak sosial masyarakat
melihat dari
kebutuhan dan
kontribusi mereka
sebagai pekerja.

Dukungan sosial
yang diberikan
secara adil dan
merata kepada
masyarakat.
Memenuhi hak
sosial dengan
meminimalkan
kesenjangan dan
ketidaksetaraan.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

3. Welfare provision; upaya negara dalam menyediakan layanan perlindungan

sosial untuk masyarakat secara merata dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan. Esping-Andersen juga mempertimbangkan bagaimana aktivitas

negara saling terkait dengan peran pasar dalam penyediaan layanan sosial

(Esping-Andersen 1990). Dalam variabel ini, Esping-Andersen membagi ke

dalam tiga kategori, yakni mixed services (pemerintah dan swasta), transfer

payments (tunjangan) dan public services (pemerintah).

Tabel 5. Kategori Aspek Welfare Provision

Aspek Mixed Services Transfer Payments Public Services
Welfare Penyediaan pelayanan Penyediaan Penyediaan pelayanan
provision | sosial yang pelayanan sosial sosial yang

diselenggarakan oleh
pemerintah dengan
melibatkan atau bekerja
sama dengan pihak

swasta, contohnya seperti

organisasi, perusahaan
dan sebagainya.

melalui
tunjangan-tunjangan
dari pemerintah
sebagai dukungan
finansial bagi
masyarakat yang
membutuhkan.

disediakan penuh
oleh pemerintah tanpa
syarat dan tanpa kerja
sama dengan pihak
swasta.

Sumber: Esping-Andersen (1990)
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4. Benefits; merujuk kepada manfaat dasar yang diberikan negara kepada

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti bantuan

keuangan, pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun dan sebagainya secara

setara (Esping-Andersen 1990). Sama seperti variabel yang lain, benefits juga

dikategorikan ke

dalam

tiga bagian,

contribution-related (kontribusi) dan redistributive.

Tabel 6. Kategori Aspek Benefits

yakni flat benefits (standar),

Aspek

Flat Benefits

Contribution-related

Redistributive

Benefits

Negara memberikan
manfaat sosial
kepada masyarakat
secara merata dalam
jumlah yang sama

Negara memberikan
manfaat sosial kepada
masyarakat berdasarkan
jumlah kontribusi finansial
atau pekerjaan. Semakin

Negara memberikan
manfaat sosial
kepada masyarakat
secara proporsional
sesuai dengan

tanpa besar kontribusi kebutuhan
memperhatikan masyarakat kepada negara, | masyarakat.
kebutuhan semakin banyak pula
masyarakat. manfaat yang diterima.
Sumber: Esping-Andersen (1990)
Empat pilar penting dalam Teori Welfare Capitalism oleh

Esping-Andersen akan menjadi variabel utama penulis dalam melakukan

penelitian ini, namun akan lebih spesifik kepada analisis penerapan kebijakan

masyarakat asli dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat asli di

Australia dan Selandia Baru. Teori ini juga sejalan dengan penelitian penulis yang

akan melakukan analisis terhadap sistem kerja pemerintah Australia dan Selandia

Baru dalam hal penerapan kebijakan masyarakat asli melalui keempat pilar utama

dalam Welfare Capitalism.
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1.7. Argumen Sementara

Tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan
Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison & Jacinda Ardern berbeda
jika melihat dari keempat pilar teori Welfare Capitalism. Nilai de-commodification
kebijakan masyarakat asli di Australia terletak pada nilai de-komodifikasi rendah
di mana pemerintah Australia belum sepenuhnya bisa melepas ketergantungan
pada pasar yang juga berkaitan dengan welfare provision Australia yang belum
merata dalam menyediakan layanan sosial bagi penduduk asli. Selandia Baru di
sisi lain terletak pada nilai de-commodification menengah dalam hal kebijakan
masyarakat asli di mana welfare provision Selandia Baru lebih baik daripada
Australia, namun belum sepenuhnya terlepas dari ketergantungan pasar. Kedua
pilar tersebut berkesinambungan dengan pilar benefits di mana benefits Australia
masuk dalam kategori contributed-related dan Selandia Baru di kategori
redistributive. Pilar social rights antar kedua negara memiliki perbedaan melihat
dari Australia yang belum bisa memberikan hak suara kepada penduduk asli
sedangkan Selandia Baru selalu melibatkan penduduk suku Maori dan mengakui

hak suara mereka.

1.8.  Metode Penelitian
1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif
sendiri sangat sering digunakan oleh peneliti-peneliti Hubungan Internasional
untuk menganalisis studi kasus yang sedang diteliti. Jenis penelitian dengan

metode kualitatif menjadikan sumber literatur sebagai data utama.
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1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah negara Australia dan Selandia Baru
dengan objek penelitian adalah perbandingan penerapan kebijakan masyarakat asli
pemerintah Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison
dan Jacinda Ardern.
1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dari data-data
sekunder dan sumber-sumber literatur seperti buku, baik dalam bentuk cetak
maupun elektronik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan, serta artikel
daring dari laman web yang aktual, terpercaya dan dapat divalidasi kebenarannya
seperti Kompas, Kumparan, Australian Embassy hingga National Library of
Australia.
1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian akan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang
relevan dengan permasalahan penerapan kebijakan masyarakat asli antara
Australia dan Selandia Baru dari sumber literatur terpercaya seperti buku, jurnal,
laporan maupun artikel yang diperoleh dari internet. Setelah itu, penulis akan
melakukan pemilihan data yang lebih rinci agar dapat mengetahui mana sumber
yang perlu dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan. Kemudian, penulis akan
mulai menyusun penelitian secara rapi dan tertata sesuai dengan panduan

penulisan akademis.
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1.9. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini akan memiliki sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4
bab, yaitu:

- BAB 1: akan berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, cakupan penelitian, tinjauan
pustaka, argumen sementara hingga metode penelitian.

- BAB 2: akan berisi mengenai analisis penerapan kebijakan masyarakat asli
terhadap masyarakat asli di Australia menggunakan teori Welfare Capitalism
dari Gesta Esping-Andersen.

- BAB 3: akan berisi mengenai analisis penerapan kebijakan masyarakat asli
terhadap masyarakat asli di Selandia Baru menggunakan teori Welfare
Capitalism dari Gesta Esping-Andersen.

- BAB 4: akan berisi penutup seperti kesimpulan, bagaimana solusi (jika ada)
dan bagaimana keputusan akhir dari penelitian ini serta saran untuk peneliti

selanjutnya.
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BAB 2

ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI AUSTRALIA

2.1. Tingkat De-commodification dalam Kehidupan Masyarakat Asli
Australia

De-commodification atau de-komodifikasi merupakan salah satu pilar
dalam mengukur sejauh mana kesejahteraan sebuah negara. Esping-Andersen
menilai tingkat de-komodifikasi suatu negara melalui tiga aspek; pensions,
sickness dan unemployment (Esping-Andersen 1990). Pada masa pemerintahan
Perdana Menteri Scott Morrison, terbentuk National Indigenous Australians
Agency (NIAA) yang merupakan sebuah badan eksekutif yang berfokus terhadap
masalah-masalah mengenai masyarakat asli (NIAA, n.d.). NIAA bertanggung
jawab kepada Menteri Masyarakat Asli Australia yang berfungsi untuk memimpin
dan mengkoordinasikan pengembangan kebijakan, perancangan dan implementasi
program, pemberian layanan, penasehat perdana menteri dan menteri masyarakat
asli hingga pemantauan dan evaluasi program yang berkaitan dengan masyarakat
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2019). Terdapat
sejumlah program inisiatif pemerintah Australia dalam penerapan kebijakan
masyarakat asli di mana mencakup aspek yang digunakan oleh Esping-Andersen
dalam menilai tingkat de-komodifikasi negara, yakni Health and Wellbeing dan
Employment. Aspek pensions tidak termaktub dalam program khusus kebijakan
masyarakat asli, namun mengikuti kebijakan pensiun negara secara umum

(Australian Taxation Office 2023).
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2.1.1. Old-Age Pensions

Aspek old-age pensions melihat dari seberapa besar manfaat/tunjangan
pensiun yang diberikan pemerintah kepada warga negara yang bekerja
(Esping-Andersen 1990). Kebijakan mengenai dana pensiun di Australia dikenal
dengan Superannuation atau Super Fund (Australian Taxation Office 2023).
Superannuation merupakan istilah dana pensiun dari Persemakmuran Inggris yang
mengusung konsep tabungan masa depan dalam kerangka peraturan dan hukum
pajak (Kingston and Thorp 2019). Sistem superannuation sendiri merupakan
sistem dana pensiun pribadi yang wajib dibayarkan oleh majikan atau perusahaan
kepada para pekerja melalui rekening tabungan (Australian Taxation Office 2023).
Majikan atau perusahaan akan memberikan dana pensiun sebesar 10% dari upah
pekerja per bulan dan dana pensiun dapat dicairkan ketika para pekerja telah
berusia 65 tahun atau ketika mengalami kondisi yang sulit sesuai dengan syarat
yang telah ditentukan pemerintah (Australian Taxation Office 2023). Hal ini
berlaku bagi seluruh warga negara Australia yang bekerja, termasuk penduduk
suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

Belum ada kebijakan khusus masyarakat asli yang mengatur mengenai
dana pensiun. Untuk itu, agar masyarakat asli juga dapat merasakan tunjangan
pensiun, pemerintah Australia berupaya membukakan lapangan pekerjaan
sebanyak-banyaknya melalui program employment. Aspek pensiun oleh
pemerintah kepada masyarakat asli masuk ke dalam kategori medium di mana
pemerintah memberikan tabungan dana pensiun yang memerlukan beberapa

syarat, seperti harus bekerja dan dapat diambil ketika sudah mencapai usia
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tertentu. Australia belum benar-benar memfasilitasi dana pensiun tanpa syarat dan

merata, namun juga bukan yang tidak memberikan dana pensiun sama sekali.

2.1.2. Sickness Benefits

Dalam penerapan kebijakan masyarakat asli, aspek sickness benefit
tertuang dalam program Health and Wellbeing. Menurut hasil studi dari
Commonwealth Fund, Australia menduduki peringkat ketiga dengan sistem
pelayanan kesehatan terbaik di dunia (Schneider et al. 2021). Meski demikian,
hal tersebut tidak dapat menjamin jika seluruh masyarakat bisa mengakses
layanan kesehatan yang memadai, terlebih lagi oleh masyarakat asli di Australia.
Dilansir dari Closing the Gap Report 2020, kesehatan masyarakat Aborigin dan
Kepulauan Selat Torres masih relatif buruk dikarenakan akses layanan kesehatan
masih belum merata. Penduduk asli Aborigin dan Selat Torres diduga mengalami
tingkat akses layanan kesehatan yang paling tidak adil dibandingkan dengan
penduduk asli lainnya di dunia (Larke et al. 2021). Seperti janji yang telah
dikatakan oleh Perdana Menteri Scott Morrison jika dia akan memaksimalkan
upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli, salah satunya
dengan cara membentuk kemitraan yang disebut Coalition of Peaks on Closing
the Gap (Australian Government 2020).

Closing the Gap merupakan program pemerintah Australia yang telah
diusung sejak tahun 2005 dan bertujuan untuk menutup kesenjangan bagi
penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government
2020). Pada 2019, terbentuk kemitraan antara pemerintah Australia dengan koalisi

puncak organisasi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Coalition of Peaks) yang
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menghasilkan perjanjian yang disebut National Agreement on Closing the Gap di
tahun 2020 (Australian Government 2020). Perjanjian tersebut berisi tentang
harus dilibatkannya masyarakat asli dalam penyusunan dan pemantauan
program-program Closing the Gap milik pemerintah (Parliament of Australia,
n.d.). Perjanjian ini mengantarkan kepada peningkatan program-program Closing
the Gap di berbagai bidang, termasuk pada bidang kesehatan. Salah satunya
adalah diadakannya Health Check yang berisi tentang keharusan dalam
melibatkan tenaga kesehatan masyarakat Aborigin dan/atau Kepulauan Selat
Torres untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan tujuan
memantau jalannya program kesehatan yang diberikan pemerintah untuk
masyarakat asli (Hoffman 2020).

Meskipun terjadi beberapa perjanjian kemitraan dalam program Closing
the Gap, kesehatan masyarakat asli yang memprihatinkan masih harus dijadikan
prioritas oleh pemerintah, khususnya dalam mengakses layanan kesehatan seperti
fasilitas rumah sakit yang memadai serta dokter/tenaga kesehatan yang ahli dan
tidak rasis. Salah satu kasus terjadi kepada seorang wanita Aborigin yang
kehilangan nyawanya ketika sedang mengandung dikarenakan dia tidak mendapat
ruyjukan ke spesialis mana pun, bahkan perawat di rumah sakit setempat
menganggap dia sebagai pecandu dan berbohong tentang rasa sakitnya (Gatwiri,
Rotumah, and Rix 2021). Wanita tersebut meninggal 15 jam setelah diberikan dua
tablet parasetamol karena septikemia meningokokus atau infeksi dalam saluran
darah (Gatwiri, Rotumah, and Rix 2021). Hal ini juga terbukti dari laporan

Closing the Gap yang menuliskan jika di tahun 2018, sekitar 117 anak pribumi
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meregang nyawa dikarenakan alasan kesehatan sang ibu saat mengandung
(Australian Government 2020).

Peristiwa tersebut menunjukkan jika layanan dan tunjangan kesehatan
yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat asli masih belum sepenuhnya
memenuhi ekspektasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Untuk itu, aspek
kesehatan bagi masyarakat asli termasuk ke dalam kategori medium di mana
pemerintah Australia sudah memberikan layanan dan tunjangan kesehatan yang
harus memenuhi beberapa syarat. Namun, sistem kesehatan belum dapat
dirasakan secara adil karena masih ditemukannya penduduk suku Aborigin yang
tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang memadai di negara kangguru

tersebut.

2.1.3. Employment Insurance

Aspek employment insurance terdapat dalam program employment.
Ketidaksetaraan dalam pekerjaan masih dapat ditemui di Australia. Sektor
lapangan pekerjaan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres
masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi. Isu
dalam bidang ekonomi masih menjadi tantangan terbesar pemerintah Australia

dalam membawa masyarakat asli menuju hidup yang lebih sejahtera.
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Grafik 1. Tingkat Kesenjangan Lapangan Kerja Usia 15-64 Tahun
Berdasarkan Keterpencilan, 2018-2019
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Sumber: Closing the Gap Report (2020)

Dari grafik di atas, dapat dilihat jika masih ada kesenjangan lapangan
pekerjaan antara masyarakat asli dan non-pribumi, terutama di daerah-daerah
terpencil. Dilansir dari laporan Closing the Gap, bunuh diri menjadi penyebab
kematian kelima di kalangan penduduk asli Australia pada tahun 2020,
menyumbang 5,5% dari seluruh kematian karena dipicu oleh permasalahan
ekonomi (Australian Government 2020). Program employment memberikan
layanan ketenagakerjaan di daerah terpencil Australia di bawah Community
Development Program (CDP) yang bertujuan untuk mengurangi angka
pengangguran masyarakat asli (Australian Government 2022). Pemerintah
Australia cenderung fokus pada penyediaan wadah untuk membantu
mengembangkan usaha dan bisnis milik masyarakat asli guna mendukung
pemerataan akses terhadap peluang pasar dan meningkatkan keamanan finansial

bagi keluarga dan komunitas masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.
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Di antara semua program yang menunjang peningkatan kesejahteraan
masyarakat asli, bisa dikatakan jika program ketenagakerjaan merupakan program
yang menjadi prioritas dan berjalan cukup baik dalam membawa perubahan bagi
kehidupan sosial penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.
Pemerintah  Australia selalu mengusahakan wupaya untuk meningkatkan
aksesibilitas dan kesetaraan di sektor pekerjaan bagi masyarakat asli. Contohnya
seperti ketika dilakukannya tinjauan terhadap Undang-Undang CATSI (The
Corporations Aboriginal and Torres Strait Islander) yang merupakan
undang-undang federal di Australia yang mengatur korporasi milik masyarakat
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada bulan Desember 2019 (Australian
Government 2020). Tujuannya untuk membukakan lebih banyak peluang bagi
perusahaan-perusahaan milik masyarakat asli dalam pembangunan ekonomi serta
diharapkan dapat menguntungkan lebih dari 3.000 perusahaan Aborigin dan
Kepulauan Selat Torres di seluruh negeri. Tak hanya itu, laporan Closing the Gap
di tahun 2022 juga menunjukkan bahwa pada 30 Juni 2022, jumlah masyarakat
asli yang mencari kerja turun menjadi 91.059 di mana setahun sebelumnya
terdapat 101.549 pencari kerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat asli di bidang ekonomi terus membawa perubahan,
meskipun tidak signifikan. Ketika masa pemerintahan Perdana Menteri Scott
Morrison, Australia bergabung dalam Indigenous People Economic and Trade
Cooperation Arrangement (IPETCA). IPETCA sendiri merupakan sebuah bentuk
perjanjian kerja sama ekonomi yang tidak mengikat dengan tujuan untuk

mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat asli melalui pendekatan
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perdagangan yang inklusif (Australian Government 2020). Inisiatif IPETCA
dikembangkan oleh Selandia Baru bersama negara-negara Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) sejak Februari 2021 yang kemudian Kanada, Australia dan
Taiwan bergabung menjadi bagian dari anggota pendiri IPETCA pada Bulan
Desember di tahun yang sama (Ace Consulting 2022). Bergabungnya Australia
dalam IPETCA merupakan salah satu layanan pengembangan bisnis bagi
masyarakat asli serta program untuk meningkatkan keterampilan digital
masyarakat dalam perdagangan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan
untuk memajukan rekonsiliasi dan pemberdayaan ekonomi penduduk suku
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Upaya yang dilakukan Scott Morrison
sedikit banyaknya bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
asli agar dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan pada pasar.

Meskipun dari ketiga aspek dekomodifikasi yang bisa dikatakan lebih
menonjol adalah aspek unemployment, namun aspek ini juga masih berada dalam
kategori medium. Hal ini dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya mampu
memberikan pekerjaan kepada semua masyarakat asli yang menganggur, tetapi
upaya dalam memberikan wadah untuk membangun bisnis mandiri bagi penduduk
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sudah dapat dikatakan baik. Melihat dari
ketiga aspek tersebut, tingkat dekomodifikasi masyarakat asli di Australia masuk
ke dalam kategori menengah yang sesuai dengan definisi de-commodification itu
sendiri jika pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas, namun belum

sepenuhnya bisa lepas dari peran pasar.
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2.2. Pemenuhan Social Rights Masyarakat Asli di Australia

Pada pilar kedua, Esping-Andersen menuliskan social rights atau hak-hak
sosial sebagai salah satu faktor utama dalam membangun negara kesejahteraan.
Hak-hak sosial yang dimaksud dalam hal ini berupa adanya perlindungan sosial
yang negara berikan kepada masyarakat secara adil dan setara (Esping-Andersen
1990). Seperti yang diketahui, penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat
Torres sebagai masyarakat asli di Australia sudah berjuang sejak lama untuk
mendapatkan keadilan dan pengakuan di tanah kelahiran mereka. Sudah banyak
sekali usaha yang dilakukan dengan tujuan membawa masyarakat asli menuju
hidup yang lebih sejahtera. Kondisi sosial suatu kelompok masyarakat menjadi
hal penting dalam membangun standar hidup yang lebih baik. Dalam program
NIAA, terdapat fokus pada bidang keamanan komunitas dengan tujuan untuk
mengurangi bentuk-bentuk kejahatan, seperti pelecehan, penelantaran anak,
kekerasan dan sebagainya agar masyarakat asli dapat menjalani kehidupan yang
aman (NIAA, n.d.). Selain itu, hak dalam memperoleh pendidikan yang layak
serta upaya pengakuan hak suara masyarakat asli juga tertuang dalam program
NIAA.

Program Closing the Gap sebagai sebuah program utama pemerintah
Australia juga mencakup tentang peningkatan terhadap akses pendidikan bagi
masyarakat asli. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison,
program tersebut berhasil membuat banyak siswa Aborigin dan Kepulauan Selat
Torres yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dilansir dari
Commonwealth Closing the Gap Annual Report 2022, terjadi peningkatan

sebanyak 10,8% (295) siswa yang dapat mengakses hingga ke perguruan tinggi
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pada bulan Maret 2022 di mana hanya ada 10,5% (260) saja di tahun sebelumnya.
Tetapi, hal tersebut tidak membuat pemerintah Australia telah sepenuhnya
berhasil menghapus kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat asli. Dilansir
dari laman web NIAA, tertulis jika masih banyak hal yang perlu dilakukan
pemerintah Australia dalam menciptakan pendidikan yang adil bagi masyarakat
asli. Kurangnya kehadiran dan keterlibatan siswa suku Aborigin dan Kepulauan
Selat Torres di sekolah merupakan salah satu hal yang perlu dipikirkan.

Kesenjangan kehadiran siswa yang semakin melebar antara masyarakat
asli dan non-pribumi dipicu oleh trauma masa lalu yang masih berbekas dalam
ingatan para masyarakat asli. Trauma tersebut disebabkan oleh peristiwa kelam
Stolen Generation yang merupakan sebutan terhadap kebijakan penertiban
Australia di mana pemerintah mengambil secara paksa anak-anak tersebut dari
orang tua mereka yang kemudian mereka akan diberikan edukasi mengenai gaya
hidup orang putih (Gilbert 2019). Peristiwa ini membuat banyak masyarakat
berspekulasi jika yang dilakukan oleh pemerintah Australia saat itu merupakan
bentuk pembersihan budaya (Gilbert 2019). Peristiwa Stolen Generation ini
menjadi fokus utama pemerintah Australia selama bertahun-tahun.

Selain hak pendidikan, masyarakat asli juga memiliki hak untuk diakui
suaranya dalam politik. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison
mengakui bahwa pemerintah Australia telah gagal dalam memenuhi hak dan
upaya emansipasi terhadap masyarakat asli (Alexandra and Daniah 2020). Scott
Morrison mengatakan akan meneruskan janji dua Perdana Menteri sebelumnya,
yakni Julia Gillard dan Tony Abbott untuk memberikan pengakuan atas hak-hak

masyarakat asli termasuk hak konstitusional mereka dalam konstitusi (Alexandra
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and Daniah 2020). Saat itu, Scott Morrison berencana untuk melakukan
referendum perubahan konstitusi terkait masyarakat asli pada tahun 2022
(Rahman 2019). Namun, hingga Scott Morrison lengser dari jabatannya sebagai
Perdana Menteri di tahun 2022, referendum tersebut tidak terlaksana dan baru
terealisasikan setahun kemudian ketika masa pemerintahan Perdana Menteri
Anthony Albanese. Hal ini menunjukkan jika pemenuhan hak-hak sosial
masyarakat asli belum menunjukkan adanya sifat yang universal. Pengakuan hak
suara penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi
menjadi hal yang penting. Masyarakat asli berpikir bahwa kebijakan-kebijakan
yang telah ada saat ini belum cukup untuk membawa perubahan dalam kehidupan
mereka sehingga perlu diadakan referendum (ABC Australia 2022). Sayangnya,
hingga hari ini, hak konstitusional masyarakat suku Aborigin dan Kepulauan Selat
Torres belum juga mendapat pengakuan dikarenakan referendum yang tidak
berhasil.

Hal tersebut memperlihatkan jika pemenuhan hak-hak sosial masyarakat
asli di Australia berada dalam kategori need based yang merujuk pada skala
prioritas negara dan tidak menilai dari kontribusi atau kinerja. Pemerintah
Australia memenuhi hak sosial masyarakat asli berdasarkan kebutuhan. Dalam hal
ini terlihat pada fokus pemerintah dalam mengurangi kesenjangan kehadiran
siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di sekolah, mulai dari sekolah dasar
hingga menengah. Di sisi lain, pelajar yang melanjutkan ke pendidikan tinggi
menjadi sedikit karena adanya skala prioritas tersebut. Namun, pada masa Scott
Morrison, pemerintah juga belum mampu memenuhi hak demokratis masyarakat

asli karena referendum tidak terlaksana.
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2.3. Penyediaan Welfare Provision untuk Masyarakat Asli oleh Australia

Pilar ketiga, welfare provision adalah sebuah penyediaan layanan
kesejahteraan oleh negara atau lembaga publik untuk masyarakat
(Esping-Andersen 1990). Penyediaan layanan kesejahteraan yang dimaksud dalam
hal ini meliputi berbagai program dan kebijakan sosial seperti pendidikan,
kesehatan, tempat tinggal, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hampir mirip
dengan social rights, namun yang membedakan adalah welfare provision
berbicara tentang bagaimana negara memfasilitasi hak-hak sosial masyarakatnya
dengan menyediakan layanan kesejahteraan, baik dari pemerintah maupun pihak
swasta (Esping-Andersen 1990). Pada dasarnya, penyediaan layanan sosial erat
kaitannya dengan de-komodifikasi. Esping-Andersen membedakannya dengan
memfokuskan pilar welfare provision dalam keterlibatan penyediaan layanan
sosial oleh pemerintah, pihak swasta atau keduanya (Esping-Andersen 1990).
Dalam program NIAA, keterlibatan pemerintah dan pihak swasta lebih banyak
tercantum dalam bidang pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan dalam sektor perekonomian menjadi hal yang mengakar
bagi masyarakat asli di Australia. Kurangnya pendapatan dan lapangan pekerjaan
bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menciptakan berbagai
cabang masalah, mulai dari masalah kesehatan hingga berpengaruh dalam
rendahnya tingkat harapan hidup masyarakat asli (Ring and Griffiths 2021). Oleh
karena itu, banyak program dalam NIAA yang memprioritaskan pertumbuhan
ekonomi masyarakat asli dan membuahkan hasil yang lebih memuaskan daripada
program lain yang tidak berkaitan dengan bidang ekonomi. Dilansir dari web

NIAA, pada seksi fokus area land and housing, terdapat pembahasan tentang
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economic independence and self-determination di mana pemerintah Australia
menyatakan mendukung Indigenous self-determination dengan memaksimalkan
kemandirian ekonomi masyarakat asli agar dapat mewujudkan impian mereka
untuk memiliki rumah dan menjalankan bisnis sendiri (Australian Government
2020). Salah satunya melalui Indigenous Procurement Policy (IPP) yang memiliki
tujuan untuk menstimulasi kewirausahaan, pengembangan bisnis dan ekonomi
masyarakat asli, sehingga memberikan lebih banyak peluang bagi penduduk asli
Australia untuk berpartisipasi dalam perekonomian (Australian Government
2020). Pemerintah Australia menggunakan IPP untuk mendorong pihak swasta
memberikan pelatihan, lapangan pekerjaan dan peluang bisnis bagi masyarakat
asli (Denny-Smith, Williams, and Loosemore 2020).

Keberhasilan IPP diukur dari melihat seberapa banyak peningkatan jumlah
nilai kontrak yang diberikan kepada bisnis milik masyarakat asli. Pada tahun
2021, IPP telah membantu memberikan lebih dari $5,3 miliar kontrak kepada
2.603 bisnis milik masyarakat asli, dengan rata-rata $850 juta per tahun selama
enam tahun terakhir, dibandingkan dengan hanya $6,2 juta pada tahun sebelum
IPP, yakni 2014 hingga 2015 (NIAA 2021). Kontrak-kontrak ini mencakup
berbagai industri termasuk teknologi informasi, layanan kesehatan, konsultasi,
pendidikan dan telekomunikasi. Pada tahun 2015, pemerintah hanya memiliki 19
kontrak dengan bisnis masyarakat asli senilai $4,2 juta di sektor teknologi
informasi, namun pada tahun 2020-2021, jumlah ini meningkat menjadi 402
kontrak senilai $54 juta (NIAA 2021). Selain itu, pemerintah Australia juga
menyediakan bantuan pendanaan Indigenous Advancement Strategy (IAS) yang

merupakan cara pemerintah mendanai dan melaksanakan berbagai program bagi
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penduduk asli (NIAA 2021). Melalui IAS, pemerintah Australia berupaya
meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam perekonomian sehingga mereka
dapat merasakan hidup yang lebih sehat dan aman.

Selain dalam sektor ekonomi, penyediaan layanan kesejahteraan terhadap
perlindungan sosial juga mencakup dalam bidang pendidikan dan pelayanan
kesehatan. Masih kurangnya keterwakilan pelajar Aborigin dan Kepulauan Selat
Torres mendorong pemerintah Australia untuk melakukan sejumlah strategi dalam
mendukung pendidikan masyarakat asli (Benton, Hearn, and Marmolejo-Ramos
2021). Pada tahun 2021, pemerintah Australia berkomitmen untuk membantu
pembentukan National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Council
(NATSIEC) yang mempunyai tujuan mengidentifikasi dan memberikan saran
mengenai hambatan yang dihadapi siswa, serta memberikan suara yang
representatif mengenai masalah pendidikan yang berkaitan dengan siswa Aborigin
dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2022). Pemerintah Australia
bekerja sama dengan komunitas Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam
memfasilitasi pendidikan anak-anak masyarakat asli, seperti menawarkan
beasiswa, bantuan tutorial dan jenis bantuan lainnya agar masyarakat Aborigin
dan Kepulauan Selat Torres dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas
(Benton, Hearn, and Marmolejo-Ramos 2021).

Dalam penyediaan layanan kesehatan, pemerintah Australia menyalurkan
dana sebesar $459 juta kepada 134 layanan kesehatan yang ditangani oleh
komunitas Aborigin pada tahun 2021-2022 (Australian Government 2022). Tak
hanya itu, pemerintah juga menginvestasikan dana senilai $22,6 juta untuk

menjalankan program pemberian insentif kesehatan tindak lanjut penyakit kronis
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terhadap masyarakat asli serta mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan
kesehatan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian
Government 2022). Pemerintah Australia melalui program Closing the Gap
banyak melakukan kolaborasi dengan komunitas Aborigin dan Kepulauan Selat
Torres di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan (Green et al. 2020). Hal ini
menunjukkan jika penyediaan layanan kesejahteraan bagi masyarakat asli masuk
ke dalam kategori mixed services di mana pemerintah masih melibatkan sektor
swasta atau LSM. Pemerintah Australia belum menyediakan penuh pelayanan
sosial dari negara, juga tidak semata-mata hanya memberikan tunjangan sebagai

bantuan finansial kepada masyarakat asli.

2.4. Pemberian Benefits oleh Australia bagi Masyarakat Asli

Pilar terakhir dalam membangun negara kesejahteraan menurut
Esping-Andersen adalah benefits atau manfaat. Benefits atau manfaat dalam hal
ini merupakan faktor paling akhir untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah
negara. Seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan negara kepada masyarakat
sebagai sistem perlindungan sosial dan seberapa jauh program-program
pemerintah menawarkan manfaat atau tunjangan yang adil, tanpa mengukur dari
pendapatan, kontribusi maupun pekerjaannya (Esping-Andersen 1990). Mengutip
hasil dari penelitian Esping-Andersen, dia mengatakan bahwa manfaat atau
benefits hampir seluruhnya bergantung pada kontribusi dan pekerjaan masyarakat
(Esping-Andersen 1990). Benefits menjadi pilar terakhir dalam teori Welfare
Capitalism karena nilai manfaat dilihat dari ketiga pilar sebelumnya, yakni

de-commodification, social rights dan welfare provision. Manfaat terbagi ke
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dalam tiga kategori, yakni standar, kontribusi dan redistributif (Esping-Andersen
1990).

Sama seperti old-age pensions, fokus pemberian manfaat sosial yang
diberikan oleh pemerintah Australia kepada penduduk suku Aborigin dan
Kepulauan Selat Torres tidak dibedakan dalam kebijakan khusus, melainkan
mengikuti peraturan negara secara umum (Sainsbury and Breunig 2020). Selain
tunjangan pensiun, Australia juga memberikan beberapa macam tunjangan lain,
seperti Disability Support Pension yang diperuntukkan warga negara yang
mengalami kecacatan atau keterbatasan sehingga menghalangi mereka bekerja,
tunjangan newstart untuk warga negara yang sedang mencari pekerjaan, serta
tunjangan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah dan menengah (Sainsbury
and Breunig 2020). Ada juga tunjangan yang khusus diperuntukkan bagi
kelompok masyarakat asli, seperti Aboriginal Child Care Benefit dan Remote Area
Allowance, namun tidak ada perbedaan dalam pengaplikasian pemberian
manfaatnya (Sainsbury and Breunig 2020). Dalam penerapan kebijakan
masyarakat asli berdasar dari ketiga pilar sebelumnya, upaya pemerintah
Australia, khususnya pada masa jabatan Perdana Menteri Scott Morrison lebih
fokus terhadap penyediaan wadah jaminan sosial yang dapat meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar

masing-masing individu.
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Tabel 7. Analisis Teori Welfare Capitalism dalam Penerapan Kebijakan
Masyarakat Asli di Australia

Variabel

Hasil

Keterangan

De-commodification

Medium

Melihat dari ketiga aspek,
yakni pensions, sickness
dan unemployment,
pemerintah Australia telah
memberikan tunjangan dan
wadah bagi masyarakat
asli meskipun belum
sepenuhnya terlepas pada
peran pasar.

Social rights

Need based

Pemerintah Australia
memberikan perlindungan
yang berdasarkan pada
skala prioritas untuk
masyarakat yang lebih
membutuhkan, dalam hal
ini penduduk Aborigin dan
Kepulauan Selat Torres.
Namun, belum tersebar
secara adil dan
menyeluruh.

Welfare provision

Mixed services

Pemenuhan layanan
kesejahteraan sudah
disediakan oleh pemerintah
Australia, namun masih
membuka kerja sama
dengan pihak swasta,
khususnya dalam bidang
ekonomi.

Benefits

Contribution-related

Pemberian manfaat atau
tunjangan bagi masyarakat
asli mengacu pada
kontribusi dan/atau
pekerjaan, di mana
penduduk asli yang
memiliki kontribusi lebih
akan memperoleh manfaat
yang lebih pula.

Sumber: Esping-Andersen (1990)
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pemberian manfaat sosial pemerintah
Australia kepada masyarakat asli berada pada kategori contribution-related yang
melihat pada kontribusi atau pekerjaan masyarakat asli. Pemberian bantuan
melalui IAS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menawarkan manfaat
atau tunjangan kepada masyarakat asli, meskipun harus memenuhi beberapa
syarat yang telah ditentukan yang berkaitan dengan kontribusi kepada negara
(NIAA 2021a). Dalam pemenuhan hak-hak sosial, khususnya di bidang
pendidikan dan kesehatan, manfaat yang diterima oleh masyarakat Aborigin dan
Kepulauan Selat Torres masih sangat memerlukan perhatian yang lebih. Segala
upaya serta program-program mengenai kedua aspek tersebut, baik yang telah
terlaksana maupun yang masih berbentuk rencana pada masa pemerintahan
Perdana Menteri Scott Morrison memerlukan banyak evaluasi.

Akan tetapi, hal yang paling penting yang perlu diprioritaskan oleh
pemerintah Australia adalah hak suara mereka. Dari sekian banyak hal yang
diupayakan pemerintah Australia untuk masyarakat asli, upaya pengakuan hak
suara penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menjadi satu-satunya
yang belum pernah berhasil diwujudkan sampai detik ini. Padahal, desakan untuk
menggelar referendum Joice of Parliament telah diserukan kepada pemerintah
Australia sejak tahun 2017 (ABC Australia 2022). Namun, referendum baru bisa
dilaksanakan pada tahun 2023 dan sayangnya masih belum membuahkan hasil
yang memuaskan bagi masyarakat asli. Penyediaan layanan serta akses sosial
yang belum merata terhadap masyarakat asli menjadikan manfaat yang diperoleh
masih sangat minim dan hanya bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu

saja.
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BAB3

ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI SELANDIA BARU

3.1. Tingkat De-commodification dalam Kehidupan Masyarakat Asli
Selandia Baru

Sebagai negara tetangga Australia, Selandia Baru memiliki banyak
persamaan dengan negara tersebut. Mulai dari bentuk pemerintahan, letak wilayah
geografis hingga adat dan budayanya. Permasalahan mengenai kesenjangan antara
penduduk suku Maori dan non-Maori juga masih menjadi tantangan bagi
pemerintah Selandia Baru. Adanya kritik dari penduduk Maori kepada pemerintah
terhadap banyak aspek membuat Pengadilan Waitangi mengatakan jika
pemerintah Selandia Baru kerap melanggar perjanjian yang tertulis dalam Te Tiriti
o Waitangi. Hal ini memicu Perdana Menteri Jacinda Ardern membuat
program-program yang dapat meminimalisir kesenjangan antara masyarakat asli
dan non-pribumi, salah satunya mendirikan Otoritas Kesehatan Maori atau Te Aka
Whai Ora dengan tujuan menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi
penduduk suku Maori. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan
penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru, perlu untuk

melihat aspek pensions, sickness dan unemployment dari negara kiwi tersebut.

3.1.1. Old-Age Pensions
Aspek old-age pensions bagi masyarakat asli di Selandia Baru mengikuti
peraturan pensiun negara secara umum. Sistem pensiun di Selandia Baru hampir

mirip dengan Australia mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari
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Persemakmuran Inggris. Selandia Baru menetapkan tarif pensiun publik
berdasarkan tes tempat tinggal dan persyaratan usia (OECD 2023). Warga negara
yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tunjangan pensiun harus sudah
menetap di Selandia Baru setidaknya selama 10 tahun sejak berusia 20 tahun dan
setidaknya 5 tahun setelah berusia 50 tahun (OECD 2023). Sama seperti
Australia, dana pensiun akan dibayarkan ketika warga negara telah berusia 65
tahun. Namun, sistem pensiun publik milik Selandia Baru, New Zealand
Superannuation (NZS) bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, bukan
untuk menggantikan pendapatan warga negara (OECD 2023).

Selain NZS, Selandia Baru juga mempunya dua sistem pensiun lainnya,
yakni pensiun kerja melalui skema KiwiSaver dan skema pensiun mandiri.
KiwiSaver merupakan tabungan sukarela berbasis pekerjaan untuk membantu
meningkatkan tabungan pensiun pekerja di mana pemberi kerja harus membayar
iuran sebesar 4% atau 8% dari total gaji kotor pekerja (OECD 2023). Para pekerja
baru akan otomatis terdaftar dan memiliki waktu 8 minggu untuk memutuskan
jika mereka ingin melanjutkan mengikuti tabungan di KiwiSaver atau tidak
(OECD 2023). Pekerja yang memutuskan untuk tidak mengikuti skema
KiwiSaver masuk ke dalam kategori skema pensiun mandiri. Sistem pensiun yang
diterapkan Selandia Baru sangat beragam sehingga masyarakat mempunyai opsi
dalam memilih bagaimana tunjangan pensiun mereka bekerja. Dengan adanya
sistem pensiun NZS ini menunjukkan jika pemerintah Selandia Baru begitu
mementingkan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Melihat dari aspek
tersebut, Selandia Baru termasuk dalam kategori medium dengan menyediakan

tunjangan pensiun hari tua yang harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan.
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3.1.2. Sickness Benefits

Meskipun sekilas terlihat jika hidup masyarakat asli di Selandia Baru lebih
baik, namun penduduk suku Maori juga masih seringkali menuntut hak-hak
mereka. Masyarakat asli suku Maori menghadapi kesenjangan kesehatan jika
dibandingkan dengan masyarakat non-Maori. Tingkat kematian menunjukkan
bahwa penduduk suku Maori cenderung akan mengalami kematian 7 hingga 8
tahun lebih muda dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi (Barton 2018).
Permasalahan dalam mengakses layanan kesehatan primer menjadi tantangan bagi
masyarakat asli. Masalah rasisme dalam sistem kesehatan di Selandia Baru juga
dirasakan oleh penduduk suku Maori di mana mereka lebih mungkin mengalami
pelayanan medis yang merugikan dan kualitas yang buruk (Barton 2018). Untuk
itu, pemerintah Selandia Baru mengusung beberapa program untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat suku Maori.

Pada tahun 2019, Pengadilan Waitangi menyebutkan bahwa pemerintah
Selandia Baru telah melanggar Perjanjian Waitangi dikarenakan gagal merancang
dan mengelola sistem layanan kesehatan yang ada untuk mengatasi kesenjangan
terhadap suku Maori (Sheridan et al. 2024). Di tahun 2020, sekitar 43,6%
masyarakat suku Maori melaporkan jika kebutuhan layanan kesehatan mereka
tidak terpenuhi dan sebagian besar disebabkan oleh masalah biaya (Sheridan et al.

2024).
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Grafik 2. Angka Harapan Hidup Penduduk Selandia Baru Terus Meningkat
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Sumber: New Zealand Statistics (2021)

Grafik di atas menunjukkan jika angka harapan hidup penduduk Selandia Baru
terus meningkat, termasuk masyarakat suku Maori. Namun, meski terus terjadi
peningkatan, kesenjangan masih terlihat antara penduduk suku Maori dan
non-Maori. Pada tahun 2017-2019, kesenjangan angka harapan hidup masyarakat
asli dan non-pribumi saat lahir mencapai 7,5 tahun untuk laki-laki dan 7,3 tahun
untuk perempuan (New Zealand Government 2021). Hal ini menjadi fokus utama
pemerintah Selandia Baru untuk mengupayakan sistem pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan memadai.

Dalam upaya meningkatkan sistem kesehatan yang lebih baik untuk
penduduk suku Maori, pemerintah Selandia Baru membuat rencana kesehatan
sementara, Te Pae Tata pada tahun 2022 dengan tujuan mengatur ulang sementara
sistem kesehatan agar menciptakan layanan kesehatan yang adil, inklusif dan

berdasarkan Te Tiriti o Waitangi (Health New Zealand and Maori Health
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Authority 2022). Hal ini diusung oleh Health New Zealand yang bekerja sama
dengan Maori Health Authority dan Menteri Kesehatan Selandia Baru. Melalui
kerja sama tersebut, pemerintah mengambil tindakan seperti mendesain kembali
sistem kesehatan primer agar masyarakat suku Maori tidak terhambat dalam
mengakses layanan kesehatan, melibatkan penduduk Maori dalam pengambilan
keputusan hingga mendanai sistem kesehatan secara adil bagi masyarakat asli
(Health New Zealand and Maori Health Authority 2022). Dalam aspek kesehatan,
Selandia Baru masuk ke dalam kategori medium di mana pemerintah telah
memberikan layanan serta bantuan kesehatan kepada masyarakat asli, tetapi

belum dapat menjangkau seluruh penduduk Maori secara merata.

3.1.3. Employment Insurance

Sebagai negara maju, pendapatan ekonomi Selandia Baru merupakan salah
satu pendapatan negara yang cukup besar di dunia. Pada awal masa pemerintahan
Perdana Menteri Jacinda Ardern di tahun 2018, pendapatan per kapita Selandia
Baru mencapai $43,236 di mana pada tahun sebelumnya berada di angka $42,911
(The World Bank, n.d.). Namun, perlu diingat bahwa pada saat Jacinda Ardern
menjabat sebagai Perdana Menteri, dunia sedang mengalami masalah besar, yakni
pandemi Covid-19. Ketika pandemi melanda, seperti negara-negara yang lain,

Selandia Baru juga menghadapi tantangan di bidang ekonomi.
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Grafik 3. GDP Per Capita Selandia Baru Tahun 2017-2022
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Grafik di atas menunjukkan jika terjadi penurunan pendapatan di tahun
2019-2020, namun juga terjadi peningkatan yang cukup besar di tahun 2021. Pada
tahun 2020, pendapatan per kapita turun menjadi $41,760 yang mana berjumlah
$42,796 di tahun sebelumnya (The World Bank, n.d.). Pemerintah Selandia Baru
sempat mengalami kesulitan dalam menavigasi tantangan ketika dan setelah
pandemi, di mana terjadi peningkatan biaya hidup dan memburuknya kesenjangan
sosial (Wong 2023). Suku Maori sebagai kelompok rentan sangat merasakan
dampak dari pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi.
Tercatat jika kematian penduduk suku Maori karena Covid-19 adalah sekitar 50%
lebih tinggi daripada non-Maori (Wardhani 2021). Penguncian Selandia Baru
selama pandemi membawa kesulitan bagi kaum minoritas seperti masyarakat asli
yang cenderung berpenghasilan rendah. Mereka harus kehilangan pekerjaan dan

dan sumber mata pencaharian.
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Pemerintah Selandia Baru merespon permasalahan ekonomi yang dialami
oleh suku Maori dengan memberikan bantuan dan perlindungan sosial. Contohnya
seperti dengan memberikan paket dukungan ekonomi selama masa pandemi,
pengurangan biaya sewa tempat tinggal, membuka lapangan pekerjaan dan
sebagainya (Wardhani 2021). Upaya yang dilakukan pemerintah Selandia Baru
dalam mengurangi angka pengangguran masyarakat asli salah satunya dengan
memberikan wadah bagi mereka yang ingin bekerja di industri atau perusahaan
dan maupun yang ingin memulai bisnis mandiri.

Tabel 8. Tingkat Pekerja dan Pengangguran Masyarakat Maori Berdasarkan

Usia Tahun 2021
Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Pengangguran | Pengangguran | Pekerja (%) | Pekerja (%)
(%) (%)
Usia Maori Total semua Maori Total semua
kelompok etnis kelompok
etnis
15-24 Tahun 16.9 11.8 50.3 56.8
25-34 Tahun 6.9 4.1 72.8 82.7
35-44 Tahun 6.3 2.9 77.3 84.6
45-54 Tahun 4.5 2.6 78.1 85.7
55-64 Tahun 4.5 2.4 70.4 77.6
65 Tahun 3.1 1.4 26.0 24.7
Keatas

Sumber: Ministry of Business, Innovation & Employment (2021)
Berdasarkan dari tabel di atas, kesenjangan tingkat masyarakat asli yang
bekerja dengan non-pribumi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di
mana persentase pekerja Maori dan non-Maori berada pada angka yang tidak

begitu jauh. Namun, kesenjangan pada angka pengangguran penduduk suku
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Maori dan non-Maori masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan
(Ministry of Business, Innovation & Employment 2021). Hal ini berarti masih
cukup banyak masyarakat asli yang belum bekerja atau menganggur. Dilansir dari
laman resmi Hikina Whakatutuki New Zealand, sebanyak 33.425 penduduk Maori
yang menganggur di tahun 2021. Penduduk Maori memiliki potensi pencari kerja
di mana mereka sebenarnya sudah bisa mulai bekerja, namun tidak aktif mencari
pekerjaan (Ministry of Business, Innovation & Employment 2021). Oleh karena
itu, masyarakat suku Maori cenderung menjadi pengangguran. Mirip dengan
Australia, aspek unemployment juga cukup menonjol di Selandia Baru dan berada
pada kategori medium. Hal ini memperlihatkan jika tingkat dekomodifikasi
masyarakat asli di Selandia Baru termasuk dalam kategori menengah di mana
pemerintah memfasilitasi bisnis milik Maori karena belum sepenuhnya mampu

lepas dari peran pasar.

3.2.  Pemenuhan Social Rights Masyarakat Asli di Selandia Baru

Sebagai kaum minoritas di Selandia Baru, penduduk suku Maori harus
memperjuangkan hak-hak sosial mereka agar mendapatkan pengakuan dan agar
diperlakukan sama dengan kelompok non-Maori oleh pemerintah. Sejak
kedatangan Inggris di Selandia Baru, telah terjadi kesepakatan yang tertuang
dalam Perjanjian Waitangi atau Te Tiriti o Waitangi di tahun 1840 (IWGIA 2020).
Perjanjian tersebut berisi tentang suku Maori yang memberikan hak pemerintahan
kepada Inggris atas rakyatnya, dengan catatan bahwa suku Maori mendapatkan
kedaulatan atas tanah, sumber daya dan harta benda lainnya, serta hak pengakuan

sebagai masyarakat asli Selandia Baru (IWGIA 2020). Namun, Perjanjian
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Waitangi memiliki status hukum yang terbatas sehingga perlindungan mengenai
hak-hak suku Maori sangat bergantung pada kemauan politik dan pengakuan ad
hoc perjanjian tersebut (IWGIA 2020).

Ketika berbicara mengenai hak-hak sosial, ada banyak aspek tertuang di
dalamnya. Namun, hal yang menonjol adalah hak dalam mengenyam pendidikan
dan hak suara dalam politik atau konstitusi. Untuk mencapai hidup yang lebih
sejahtera, masyarakat asli harus memiliki pengetahuan luas dalam berbagai aspek,
seperti aspek sosial, politik hingga ekonomi. Pondasi yang diperlukan untuk dapat
mewujudkan hal tersebut harus dimulai dari pendidikan yang baik dan berkualitas.
Dalam sektor pendidikan suku Maori, pemerintah Selandia Baru mengusung
program bernama Ka Hikitia atau The Maori Education Strategy yang memiliki
tujuan, seperti akses sistem pendidikan yang sama dengan non-Maori, bebas dari
rasisme dan diskriminasi dalam bersekolah, mengedukasi lebih dalam tentang
identitas dan budaya suku Maori hingga memberikan pelatihan (Ministry of

Education 2020).
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Grafik 4. Jumlah Pendaftar Maori di Pendidikan Tinggi Menurut Sub-sektor
dan Gender Tahun 2019
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Grafik di atas menunjukkan pada tahun 2019, terdapat sekitar 73.900
pelajar Maori yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau semacamnya. Sekitar
36% memilih pendidikan di Institut Teknologi dan Politeknik, 26% terdaftar di
Wananga (institusi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai Maori), 23% ke
universitas dan 19% memilih masuk ke lembaga pelatihan swasta (Ministry of
Education 2020). Pelajar Maori yang menempuh pendidikan pada masa
pemerintahan Jacinda Ardern cukup mengalami peningkatan, meskipun tidak

selalu meningkat di setiap tiap tahunnya.
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Tabel 9. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Selandia Baru Usia 25-64
Tahun 2017-2021

Kelompok Kualifikasi Tertinggi 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Etnis

Eropa Tidak ada kualifikasi 12% | 11% | 11% | 11% | 12%

Kualifikasi sekolah 23% | 23% | 22% | 21% | 21%

Sertifikat/diploma tersier 32% | 32% | 32% | 31% | 31%

Gelar sarjana/lebih tinggi 31% | 33% | 33% | 34% | 34%

Maori Tidak ada kualifikasi 26% | 25% | 25% | 24% | 24%

Kualifikasi sekolah 20% | 21% | 21% | 21% | 22%

Sertifikat/diploma tersier 32% | 33% | 33% | 32% | 31%

Gelar sarjana/lebih tinggi 17% | 17% | 17% | 18% | 18%

Orang-orang | Tidak ada kualifikasi 26% | 24% | 26% | 28% | 29%
Pasifik

Kualifikasi sekolah 32% | 32% | 32% | 31% [ 30%

Sertifikat/diploma tersier 26% | 26% | 24% | 24% | 23%

Gelar sarjana/lebih tinggi 13% | 15% | 15% | 15% | 16%

Lainnya Tidak ada kualifikasi 8% | 7% | 7% | 8% | 8%

Kualifikasi sekolah 20% | 20% | 20% | 19% | 19%

Sertifikat/diploma tersier 19% | 18% | 20% | 20% | 19%

Gelar sarjana/lebih tinggi 52% | 55% | 52% | 53% | 53%

Sumber: Ministry of Education (2022)
Dari tabel di atas, kita bisa melihat jika persentase pelajar Maori yang
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sudah cukup memuaskan, namun
kesenjangan masih terlihat jika dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya
(Mayeda et al. 2022).
Hak-hak sosial bukan hanya mencakup pendidikan, namun juga hak dalam

politik. Hak suara masyarakat dalam konstitusi menjadi penting untuk diakui oleh
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negara. Sejak Perjanjian Waitangi, penduduk suku Maori memiliki hak politik
yang setara dengan orang Eropa, namun belum secara resmi diakui pada saat itu
(New Zealand Government 2018). Perjalanan pengakuan hak suara masyarakat
asli cukup panjang dan banyak melalui proses pembuatan undang-undang. Sampai
pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah Selandia Baru memperkenalkan versi
terbaru RUU Pemilu, Maori Electoral Option (MEO) dengan tujuan mendukung
pemilih Maori menggunakan hak demokratis mereka (New Zealand Government,
n.d.-b). Perubahan dalam RUU ini juga mendorong partisipasi dan keterlibatan
penduduk suku Maori dalam dalam proses pemilu. Melihat dari kedua aspek ini,
pemenuhan hak-hak sosial penduduk Maori berada dalam kategori universal di
mana pemerintah memberikan perlindungan yang mengupayakan pengurangan
kesenjangan. Selandia Baru tidak memprioritaskan hal yang lebih membutuhkan,
namun sebisa mungkin menjangkau semua aspek. Contohnya memfokuskan

semua tingkatan pendidikan, bukan hanya pada tingkat tertentu saja.

3.3. Penyediaan Welfare Provision untuk Masyarakat Asli oleh Selandia
Baru

Sejatinya, penyediaan layanan kesejahteraan bagi warga negara mencakup
semua aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi dan sebagainya.
Namun, yang seringkali menjadi kunci negara sejahtera adalah bagaimana
pemerintah memberikan wadah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain dalam aspek ekonomi, penyediaan layanan kesehatan juga menjadi hal
penting untuk menciptakan hidup warga negara yang lebih sejahtera. Aspek

welfare provision bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemerintah
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menyediakan layanan sosial bagi masyarakatnya serta bagaimana sistem kerja
layanan tersebut. Hampir mirip dengan Australia, permasalahan ekonomi
masyarakat Maori juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi pemerintah
Selandia Baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika angka pengangguran
masyarakat asli masih tinggi. Dilansir dari data statistik trading economics, terjadi
peningkatan sekitar 199.000 orang menganggur di tahun 2023 di mana pada tahun
sebelumnya hanya terdapat 122.000 orang Maori saja (Trading Economics 2023).
Oleh karena itu, pemerintah Selandia Baru banyak mengusung program kerja
yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam bidang
perekonomian. Salah satunya dengan memberikan wadah bagi penduduk suku
Maori dalam mengembangkan bisnis mereka.

Tabel 10. Jumlah Bisnis Maori Berdasarkan Kelompok Industri Tahun
2017-2022

Kelompok Industri 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022

Pertanian 216 210 213 216 216 216
Industri primer lainnya 78 84 75 84 87 87
Operator properti 375 387 402 387 378 411

non-perumahan

Semua industri lainnya 516 528 552 570 570 573

Total 1.185 ( 1.209 | 1.242| 1.257( 1.254| 1.290

Sumber: New Zealand Statistic (2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah data bisnis milik masyarakat Maori
ketika masa pemerintahan Jacinda Ardern. Meskipun masih terjadi adanya
penurunan jumlah, namun angka yang meningkat masih lebih menonjol.
Pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis mandiri milik suku Maori juga

menunjukkan jumlah yang memuaskan. Dilansir dari laman resmi Te Puni Kokiri,
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penjualan bisnis otoritas Maori mencapai $4 miliar, juga berhasil mengekspor
barang senilai $870 juta di mana 44% masuk ke Tiongkok (Ministry of Maori
Development 2022). Akses lapangan pekerjaan yang diberikan oleh negara tidak
sepenuhnya merupakan program dari pemerintah, namun juga dari pihak-pihak
swasta yang menjalin kerja sama dengan masyarakat asli (MAHI 2024). Di
samping keberhasilan pemerintah Selandia Baru dalam mengembangkan bisnis
suku Maori, masih ada hal lain yang perlu menjadi kekhawatiran pemerintah,
yakni masalah tempat tinggal. Kebijakan-kebijakan masa lalu yang mengasingkan
penduduk suku Maori dari tanah mereka mempersulit Maori dalam mengakses
kepemilikan rumah (Lawson-Te Aho et al. 2019). Dilansir dari laman web resmi
Ministry of Housing and Urban Development, sekitar 28,8% penduduk suku
Maori merupakan tunawisma (Ministry of Housing and Urban Development,
n.d.). Dalam upaya mengurangi angka tunawisma di Selandia Baru, pemerintah
menawarkan bantuan hibah kebutuhan khusus perumahan darurat dengan pelamar
terbanyak adalah masyarakat Maori mencapai 61,4% (Ministry of Housing and
Urban Development, n.d.).

Aspek welfare provision tidak hanya mencakup bidang ekonomi, namun
juga berbicara mengenai bidang pendidikan dan kesehatan. Selandia Baru menjadi
salah satu negara yang sadar akan pentingnya pendidikan. Ada banyak program
yang diusung oleh pemerintah Selandia Baru untuk membuat sistem pendidikan
negara yang baik dan berkualitas. Beberapa contohnya seperti program
pemantauan pemulihan membaca untuk siswa sekolah menengah, pelatihan
literasi dan numerasi, program homeschooling, pelajaran Bahasa Maori di sekolah

hingga penyediaan pelatihan khusus pendidikan tinggi (Ministry of Education,
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n.d.). Berbeda dengan aspek ekonomi, pemerintah Selandia Baru menyediakan
layanan sistem pendidikan secara penuh oleh negara. Meskipun ada cukup banyak
sekolah swasta, pemerintah Selandia Baru senantiasa memberikan bantuan berupa
hibah tahunan sekolah (UNESCO 2022).

Dalam aspek penyediaan layanan kesehatan, pemerintah Selandia Baru
sudah sangat unggul. Sistem kesehatan, tenaga ahli dan dokter di rumah
sakit-rumah sakit yang ada di negeri kiwi tersebut tidak perlu lagi untuk diragukan
kualitasnya. Pelayanan kesehatan di Selandia Baru terbagi dua, yakni pelayanan
kesehatan primer dan sekunder (New Zealand Government, n.d.). Layanan
kesehatan primer mencakup dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan
sebagainya yang berbasis di masyarakat. Layanan kesehatan ini seringkali
berbayar, tetapi banyak juga yang disubsidi oleh pemerintah (New Zealand
Government, n.d.). Sedangkan, layanan kesehatan sekunder yang berbasis rumah
sakit di Selandia Baru tidak dipungut biaya selama memenuhi syarat (New
Zealand Government, n.d.). Selain dua sistem layanan tersebut, ada juga sektor
kesehatan swasta yang berbayar, tetapi biaya dapat diringankan jika memiliki
asuransi kesehatan (New Zealand Government, n.d.). Sayangnya, penduduk suku
Maori belum sepenuhnya dapat merasakan sistem pelayanan kesehatan yang adil.
Target masa depan pemerintah Selandia Baru harus berfokus pada peningkatan
pelayanan dan perluasan sistem kesehatan bagi masyarakat Maori
(Goodyear-Smith and Ashton 2019). Penyediaan layanan kesejahteraan di
Selandia Baru masuk ke dalam kategori mixed services karena pemerintah yang

masih berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta maupun LSM terkait.
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3.4. Pemberian Benefits oleh Selandia Baru bagi Masyarakat Asli

Pemberian manfaat atau benefits dalam teori welfare capitalism dilihat
melalui tiga aspek sebelumnya, yakni de-commodification, social rights dan
welfare provision. Hak sebagai warga negara, pemberian tunjangan, akses layanan
kesejahteraan dan sebagainya masuk ke dalam kategori benefits. Pemerintah
Selandia Baru telah memberikan manfaat yang cukup beragam untuk penduduk
suku Maori. Penerapan kebijakan masyarakat asli pada masa pemerintahan
Perdana Menteri Jacinda Ardern menunjukkan progres yang baik, meskipun
masih pandemi Covid-19 sempat menghambat hal tersebut. Namun, dalam
memberikan tunjangan, bantuan, layanan kesehatan, akses pendidikan dan wadah
dalam bidang ekonomi untuk masyarakat Maori, pemerintah Selandia Baru sudah
melakukannya dengan sangat baik. Akan tetapi, kesenjangan di beberapa aspek
masih tidak dapat dihindari, salah satunya ketimpangan dalam sistem kesehatan.
Kesenjangan pelayanan kesehatan terhadap penduduk suku Maori masih terjadi
dan diakibatkan oleh kegagalan sistematis sehingga distribusi layanan
kesejahteraan sosial masih tidak adil bagi suku Maori jika dibandingkan dengan
non-Maori (Espiner et al. 2021).

Pemerintah Selandia Baru memberikan hak istimewa kepada penduduk
suku Maori sebagai bentuk manfaat khusus masyarakat asli. Sama seperti negara
tetangganya, Australia, pemerintah Selandia Baru juga menyediakan berbagai
tunjangan, dana bantuan dan sebagainya kepada masyarakat Maori. Namun, yang
membedakan adalah kelompok Maori mendapat hak istimewa berupa
pengurangan biaya pajak kepada perusahaan atau bisnis milik Maori (Neha et al.

2021). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan
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ucapan terima kasih kepada masyarakat Maori karena telah berkontribusi terhadap

perekonomian negara (Treaty of Waitangi for Dummies 2020).

Tabel 11. Analisis Teori Welfare Capitalism dalam Penerapan Kebijakan

Masyarakat Asli di Selandia Baru

Variabel

Hasil

Keterangan

De-commodification

Medium

Melihat dari ketiga aspek,
yakni pensions, sickness dan
unemployment, pemerintah
Selandia Baru telah
memberikan layanan sosial,
tunjangan dan wadah kepada
masyarakat asli, namun
masih bersyarat dan belum
tersebar secara adil.

Social rights

Universal

Pemerintah Selandia Baru
berupaya memberikan
perlindungan hak sosial
yang seadil mungkin kepada
masyarakat asli dengan
menyediakan sistem
pendidikan yang berbasis
budaya serta mengakui hak
konstitusi suku Maori.

Welfare provision

Mixed services

Pemenuhan layanan
kesejahteraan sudah
disediakan oleh pemerintah
Selandia Baru, namun masih
membuka kerja sama
dengan pihak swasta,
terutama dalam bidang
ekonomi dan kesehatan.

Benefits

Contribution-related

Pemberian manfaat atau
tunjangan bagi masyarakat
asli mengacu pada
kontribusi dan/atau
pekerjaan, di mana
penduduk asli yang
memiliki kontribusi lebih
akan memperoleh manfaat
yang lebih pula.

Sumber: Esping-Andersen (1990)
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Dari tabel di atas, dapat dilihat jika pemberian manfaat oleh pemerintah
Selandia Baru kepada penduduk suku Maori termasuk dalam kategori
contribution-related yang mengacu pada kontribusi masyarakat asli. Salah satu
contohnya adalah meringankan biaya pajak bagi bisnis milik Maori yang berhasil
meraup pendapatan yang cukup besar (Neha et al. 2021). Upaya mengurangi
pengangguran dengan memberikan wadah untuk membuka bisnis mandiri
merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh pemerintah Selandia Baru
untuk penduduk suku Maori dalam aspek ekonomi. Dalam pemenuhan hak-hak
sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, pemberian manfaat kepada
masyarakat Maori sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari program-program
milik pemerintah yang selalu mengutamakan pengurangan kesenjangan di
sekolah, pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya dengan memasukkan pelajaran
Bahasa Maori hingga upaya mempermudah akses bagi pelajar Maori untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Mane et al. 2023). Selain
itu, pengakuan hak suara penduduk suku Maori dalam politik Selandia Baru juga
telah tertulis dalam program maupun undang-undang yang berlaku di negara
tersebut.

Meskipun penerapan kebijakan masyarakat asli di Selandia Baru sudah
mencapai hasil yang cukup memuaskan di beberapa aspek, masih diperlukan
adanya peningkatan dalam aspek sistem kesehatan, khususnya pada masa
pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Kasus rasisme menjadi penyebab
utama kesenjangan yang terjadi antara suku Maori dan non-Maori dalam hal
pelayanan kesehatan (Reid, Cormack, and Paine 2019). Sistem kesehatan primer

yang diterapkan oleh pemerintah Selandia Baru seharusnya dapat menjadi solusi
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dalam mengatasi ketimpangan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer memiliki
tujuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
namun masih adanya kesenjangan menunjukkan perlunya pemerintah
memperkuat kebijakan dan praktik dalam aspek kesehatan bagi masyarakat asli
(Kidd et al. 2022). Dibutuhkan kebijakan kesehatan yang selaras dengan prinsip

masyarakat suku Maori serta berpegang pada dasar dalam Perjanjian Waitangi.
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BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hampir setiap negara yang ada di dunia memiliki penduduk asli yang telah
lebih dulu menempati tanah bumi kita, termasuk Australia dan Selandia Baru.
Penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres merupakan penduduk asli
Australia yang telah hidup di benua Australia sejak kurang lebih 40.000 tahun
yang lalu (Aboriginal Heritage Office 2024). Masyarakat Aborigin menjadi suku
pertama yang mendiami benua Australia dan pada tahun 1788, diperkirakan lebih
dari 750.000 orang Aborigin yang menghuni benua ini (Aboriginal Heritage
Office 2024). Sebagai salah satu negara maju, Australia menjadi negara yang
diakui kehebatannya dalam banyak aspek, mulai dari aspek sosial, politik hingga
ekonomi. Tidak sedikit negara di dunia yang menjadikan Australia sebagai role
model dalam menerapkan kebijakan atau undang-undang di negara mereka.
Namun, dibalik image yang baik tersebut, nyatanya Australia juga masih kurang
dalam menangani permasalahan kesenjangan antara masyarakat asli dan
non-pribumi. Penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres belum
sepenuhnya merasakan hidup yang lebih baik dan lebih adil dalam berbagai aspek.
Tindakan rasisme, diskriminasi dan sebagainya menjadi akar permasalahan
adanya ketimpangan antara masyarakat asli dan non-pribumi di Australia. Selain
itu, kurang kuatnya kebijakan masyarakat asli yang dibuat pemerintah menjadikan
penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres masih harus mengupayakan

keadilan di tanah mereka sendiri.

55


https://www.zotero.org/google-docs/?GyX7gl
https://www.zotero.org/google-docs/?3mGjiu
https://www.zotero.org/google-docs/?3mGjiu

Sebagai negara tetangga Australia, Selandia Baru juga masih menghadapi
tantangan yang sama. Australia dan Selandia Baru memiliki banyak kemiripan,
mulai dari letak wilayah, sistem pemerintahan dan politik, hingga dalam aspek
ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Penduduk asli yang mendiami tanah
Selandia Baru adalah bangsa Maori yang berasal dari Kepulauan Pasifik (Ministry
for Culture and Heritage 2019). Sama seperti Australia, kedatangan orang kulit
putih di Selandia Baru juga dimulai oleh Bangsa Inggris (Rivers 2018). Namun,
terdapat perbedaan antara suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dengan suku
Maori. Salah satunya, yakni telah diakuinya hak suku Maori sebagai pemilik
tanah yang sah di Selandia Baru sejak tahun 1840 dalam Perjanjian Waitangi yang
disepakati bersama Bangsa Inggris (Waitangi Treaty Grounds 2023). Hal ini yang
menjadi perbedaan kecil Selandia Baru dan Australia dalam menerapkan
kebijakan masyarakat asli. Di sisi lain, Pandemi Covid-19 yang melanda Australia
dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison dan
Jacinda Ardern semakin mempengaruhi kondisi kesenjangan hidup antara
masyarakat asli dan non-pribumi dalam berbagai aspek di kedua negara serumpun
tersebut.

Aspek dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli tidak
hanya dilihat dari satu bidang saja, melainkan banyak bidang-bidang yang saling
terkait satu sama lain. Poin-poin yang menjadi faktor utamanya, seperti aspek
dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan politik. Untuk itu, teori
welfare capitalism oleh Gosta Esping-Andersen menjadi teori yang tepat untuk
menganalisis bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan masyarakat asli di

Australia dan Selandia Baru. Melihat dari 4 variabel, yakni de-commodification,
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social rights, welfare provision dan benefits, semua faktor utama dalam
membangun negara kesejahteraan saling berkesinambungan. Esping-Andersen
menilai kategori Universal Welfare State merupakan sistem negara kesejahteraan
yang paling baik dibandingkan dua kategori lain, yakni Liberal Welfare State dan
Conservative Welfare State (Esping-Andersen 1990).

Tabel 12. Perbedaan Hasil Analisis Teori Welfare Capitalism dalam
Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia dan Selandia Baru

Variabel Australia Selandia Baru
De-commodification Medium Medium
Social rights Need based Universal
Welfare Provision Mixed services Mixed services
Benefits Contribution-related Contribution-related

Sumber: Esping-Andersen (1990)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jika dalam analisis penerapan kebijakan
masyarakat asli melalui teori welfare capitalism di Australia dan Selandia Baru,
hanya terdapat perbedaan dalam variabel kedua, yakni social rights. Pada masa
pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, pemenuhan hak-hak sosial
penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres hampir tidak mengalami
peningkatan sama sekali. Dalam bidang pendidikan, kemajuan terlihat pada
naiknya jumlah siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang berhasil
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan jumlah kehadiran
siswa di sekolah masih berada di angka yang rendah dikarenakan trauma atas
peristiwa stolen generation di masa lalu. Namun, hak sosial yang masih belum
berhasil dipenuhi pada masa pemerintahan Scott Morrison adalah melaksanakan

referendum yang bertujuan untuk mengakui hak suara masyarakat asli dalam
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konstitusi. Pemerintah Australia berupaya memprioritaskan penduduk suku
Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam hal pemenuhan hak-hak sosial, tetapi
belum berhasil menjangkau masyarakat secara adil dan menyeluruh, khususnya di
daerah-daerah terpencil di Australia.

Pemenuhan hak-hak sosial bagi penduduk suku Maori pada masa
pemerintahan Jacinda Ardern berada pada tingkat keberhasilan yang lebih baik
jika dibandingkan dengan Australia. Dalam bidang pendidikan, jumlah siswa
Maori yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
melampaui angka milik Australia. Perbedaan tersebut terlampau cukup jauh di
mana pelajar Aborigin dan Kepulauan Selat Torres hanya mencapai angka ratusan
atau kurang lebih 1% dari total populasi masyarakat asli, sedangkan pelajar Maori
telah menyentuh angka ribuan atau telah mencapai 7% dari total penduduk Maori.
Selain itu, Selandia Baru juga memiliki Wananga yang merupakan institusi
pendidikan tinggi berbasis nilai adat dan budaya masyarakat asli Maori (Ministry
of Education 2023). Dalam hal pengakuan hak suara konstitusi, pemerintah
Selandia Baru secara rutin melakukan peninjauan bahkan perubahan dalam
undang-undang terkait hak demokratis penduduk suku Maori agar masyarakat asli
dapat berpartisipasi dalam politik. Isu pengakuan hak suara masyarakat asli
tersebut yang belum berhasil dicapai oleh Australia hingga hari ini.

Jika melihat dari ketiga variabel yang lain, penerapan kebijakan
masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru berada dalam kategori yang sama.
Namun, ketika lebih diperinci, Selandia Baru tetap satu langkah lebih progresif
dibandingkan Australia. Pada variabel de-commodification, hasil kedua negara

tersebut sangat serupa. Selandia Baru dan Australia masih perlu meningkatkan
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sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat asli agar dapat meminimalisir
rasisme dan diskriminasi. Kedua negara tetangga ini juga sama-sama progresif
dalam mengurangi tingkat pengangguran penduduk asli di masing-masing negara.
Terdapat sedikit perbedaan dalam penyediaan tunjangan pensiun, di mana
Selandia Baru menawarkan beberapa macam tunjangan sedangkan Australia
hanya memiliki satu sistem tunjangan saja. Tidak terdapat perbedaan dalam
variabel welfare provision karena kedua negara tersebut menjalin kerja sama
dengan sektor swasta dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada
variabel terakhir, yakni benefits, Australia dan Selandia Baru memberikan
manfaat yang didasarkan pada kontribusi masyarakat asli. Keduanya sama-sama
unggul di aspek ekonomi, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek yang lain.
Australia masih perlu melakukan referendum untuk mengakui hak suara
penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, sedangkan Selandia Baru
memerlukan peningkatan sistem layanan kesehatan bagi masyarakat Maori agar

lebih baik dan aman dari rasisme serta diskriminasi.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga perlu untuk
dikembangkan. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran mengenai
penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis
merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis permasalahan
masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru melalui aspek yang lain atau lebih
memperdalam aspek-aspek yang telah diteliti sebelumnya. Peneliti juga dapat

mengambil cakupan penelitian dari masa pemerintahan perdana menteri yang
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berbeda, contohnya ketika masa jabatan Anthony Albanese di Australia dan
Christopher Luxon di Selandia Baru. Maka, penelitian ini menjadi penting untuk
menjadi bahan penelitian lebih lanjut dengan tujuan agar dapat melihat

peningkatan penerapan kebijakan masyarakat asli di kedua negara tersebut.
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